BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek

Kimia Farma 638 Puri Indah adalah sebagai berikut.

1.

Apoteker harus lebih rajin dalam menerapkan pelayanan,
meningkatkan pencatatan patient medication record yang
sangat penting untuk merangkum pengobatan dan
perkembangan kesehatan pasien.

Pemberian KIE kepada pasien harus lebih ditingkatkan lagi,
bukan hanya tentang cara penggunaan obat, interaksi obat
dan penyimpanan. Apoteker juga harus melakukan KIE
terkait terapi non farmakologis dan pencatatan data pribadi
pasien untuk menghindari kesalahan saat KIE.

Apotek Kimia Farma 638 hendaknya memperkerjakan juru
resep mengingat banyaknya resep yang masuk pada saat
tertentu.

Asisten apoteker dan APA harus lebih teliti dalam
melakukan pencatatan kartu stok untuk menghindari
terjadinya ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok,

maupun stok di komputer.
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